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BUPATI MALUKD TENGAH

& bahwa untuk melaksanskan ketentuan Pasal 19
ayet (2] Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004
tentang Sistern  Prencanaan  Pembangunan
Nasional, perlu menstapkan Perubahan Rencans
Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD);

b bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2016
perlu berpedeman pada Peraturan Meznteri Dalam
negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, dan Evaluasl Rencana Kerja
Fembangunan Daerah Talwn 2015.

W

1. Undang-Undang Nomor &1 tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I dalam wilayah Dasrah
Swatantra Tingkaet 1 Malukue {Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Womor 16435];

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara NomoT
4286);

3. Undang-Undang Nomor 0l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara

Nomor ;{?}5&




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 53
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemn  Perencansan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 MNomor 04,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan Daerah’ (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomnor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan -Lembaran Negara
Nomor  5587), sebagaimana elabh  diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dearsh [Lembaran Negara
Tehun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1588
tentang Koordinasi Kegiatan [nstansi Vertikal o
Daerah; [Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 10,
Tambahen Lembaran Negara Nomor 3373};
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;lembaran
Negara. Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4378); |
Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
Peraturan Mentern Dalam Negeri Momor 59 Tahun
2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negera Tahun 2007 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54-Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan [Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian, Darn Evaluasgy
Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Dacrah

(],cmba?p ﬂ@m Tahun 2p10 MNomor 517);



13. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomgr 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2013 Nomor 2036):

14. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 32 Tahun
2017  tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD} Tahun 2018 (Berita
Negara Tahun 2017 Nomor £24);

15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Rencana Fembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD} Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025
[Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59);

16, Peraturan Daerah Nomor (4 Tahun 2016 tertang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 134);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Momor 22 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Manengah Daerah
Kabupaten Maluky Tengah Tahun 2013-2017
(Lembaran Deerah Tahun 2013 Nomeor 159);

18. Peraturen Dupat! Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Kabupaten Mealuku Tengah [Berita
Daerah Tahun 2016 Nemor 266).

MEMU TUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH -TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupten Maluku Tengah.

2. Pemermtah Daerah adalah kepala dacrah schagai unisur
penyelenggara Pemermtahan Dacrah yang mernimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupat Maluku Tengah.

4D e wan Perwakilan Rakyvat Daerah; selanjutnya disebut

DERD aFWgan sebutan lain_ adalah lembaga
3
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11.

12.

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah .

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkar Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah perangkat daerah yang
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan
Pengembangan  Daerah Kabupeten Maluku Tengah
yang selanjutnya disebul Bapplitbangda adalah SKPD
yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan
dan  pelaksanaan Lkelnjakan 'telcnis perercanaan
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan
kebijakan perencangan pemhangunan daerah,

Kepala  Bapplitbangda  adalah  Kepala  Baden
Perencanaan Pembangunan, Peniijitian dan
Pengembangan Daerah Kabupten Maluku Tengah.
Perencanaan Pesmbangunan Daerah adalah suaty
proses npenyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan den pengaelokssian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahtersan
sosial dalam jangka waktu tertentu.

Sistern Perencanaen Pembangunan Dacrah adalah satu
kesatuan tate cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencansa pembahgunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahun8n yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah
daerah dan masvarakar di Kabupaten, Kecamatan dan
Desa/RKelurahan,

Rencana Fembangunan Jarngka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk pericde 20 [dua pulith)
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
Daerah dan méngacu kepada RPJP Nasional dan
memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yarng selanjuinya  disebut RPJM Daerah adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periede S (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
Progratm 'D/Eiw:m penyusunannya berpedoman pada
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RPJPD dengan memperhatikan RTRW  Kabupaten,
RPJIMD Provinsi dan RPJIM Nagional.

13Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

4.
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16.

17.

disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 {satu) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKF).

Rencena Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
sclanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Pesangkat Daerah untuk
pericde {lima) tahun yang memuat visi, misi, tyjuan,
strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan
pembangunan yang disusun sesual dengan tugas dan
fungsi SKPD serta berpedoman kepada RFJUMD dan
bersifat indikanf,

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerab, yang
selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Pcrahgl-cat: Daerah untuk
periode 1 {satu) tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Dagrah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,
dengan mengacu pada RKPD serta berpedomar pada
Renstra SKPD.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perds atau
yang disebut dengan namea lain adalah Ferda Kabu paten
Maluku Tengah.

Peraturan Kepala Datrah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.

18Visi adalah rumusan umum mengenal keadaan yang

diinginkan pada alchir periode perencanaan.

19.Misi adalah rumusan wmum mengenal upaya-upaya

20

21.

22.

yang akan dilaksanakan untuk mewljudkan visi,
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatil’ untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambi) oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan,

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh  alokasi anggaran, atau  kegatan
masyarakat dikgordinasikan oleh perangkat
daerah. W
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Z3. Kegiatan  adalah  bagian dar  program vang

24,

23,

26.

dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suaty
program, dan terdin dar  sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya bak vang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasulk
peralatan dan teknelogi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya terscbut,
sebagai masukan (input} untuk menghasilkan keluaran
[output] dalam bentuk barang/jasa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dacrah, yang
selanjutnya discbut Musrenbangda adalah farum antar
pemangku kepentingan dalam rangke menyusun
rencana pembangunan Daerah,

Musyawarah Perencanaan Plenibangunaq Jangka
P:njang Daerah yang selanjuinya disebut Musrenbang
Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku
kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun
RFJP Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jarigka
Menengah Daergh yang  selanjutnya  disebut
Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah farum
antar pemangku kepentingan pembangunan dalam

rangka menyusun RPJM Daerah.
. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang

gelan jutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum
antar pemangki kepentingan pembangunan dalam
rangka menyusun RKPLD,

. Forum  Batuan Ker_ja' Perangkat. Daerah  yang

gelanjutnya discbut Forum SKPD adalah wadah
bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk
menentukan  prioritas  program  dan  kepiatan
pembangunan hasi Musrenbang Kabupaten dengan
SKPD atau gabungan 3KPD, serta menyusun dan
menyempurnakXan Renja SKPD  yang tata cCara
penyelenggaraannya difasihitasi  oleh  SKPD yang
bersangkutan.

. Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersamsa untuk

masyatrakat umum dalam hal membicarakan atau

mendiskusikan secara langsung tentang suatu Isu
permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak
pemangku  kepentingan perencanaan pembangunan

(Bapplith gdﬁ atau SKPD) dan dilengkapi oleh




pendapat ahli/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan
suatu kesimpulan pendapat, umum, rekomendasi
kebijakan atau Berita Acara Kesepakatan,

. BAB I
PERUBAHAN RENCANA KERJA FPEMERINTAH DAERAH

Pasal 2 .

{1). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjumvya disebut F-

RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode Perencanaan 1 tahun.

(2). P-RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tebun 2017 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] disusun untuk menjartin keterkaitan dan
konsistensi gntara, Perencanaan, Fenganggaman, Pelak sanaan dan
Pengawasgan. '

Pesal 3
P-RKPD memuar Rantangan Kérangka EBkonomi Daerah, Prioritas
Pembangunan HRencana Pembangunan Berdimensi Sektor dan Rencana
Pembangunan Berdimens| wilayah Rencana Kerma vang terukur dan
pendanaan vang beilk serta mendeorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

BAB III
SISTEMATIKA FENYUSUNAN P-RKPD

Pasel ¢ .
Bisternatika Penyusunan P-RKPD Kabhupaten Maluku Tengah Tahun 2016

sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan;

Bab 2 Perubahan Kerangka Ekonomi dant Kebijjakan HKenangan
Daerah;

Bab 3. Evaluasi liasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan
Triwulan I Tehun 2017;

Bab 4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan Proritas Daerah  Dalam
Perubahan RKPLD; dan

Bab & Penutup,

Pasal 5
Rincian P-RKPD Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bapian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati i sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang

berlaku. }L ‘_ﬁ




: Pasal ¥
Peraturan Bupati iri mulai berlaku sejlt tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinva, memerntahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Terigah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, ¢ Jf;{,‘ 2017

M ALUKU TENGAH, J.A’,(

Diundangkan di Masohi
pada Iﬂﬂaéﬁ Jumi 2017

§ SEKRETRIS [5AEFAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 324




